
SATINAN

KOMISI PEMILIHAX TIMT'U

PROVINSI IIUSA TEIT(X}ARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 9/ORT.07I s2 I 2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan petunjuk

Telaris Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi
Pemilihaa Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi

Birolcasi Tahtn 2022;

bahwa berdasarkan perlimbangan 56fegaimana

dimalsud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Barat tentang Rencana Aksi Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2O22;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dal Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (I*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

b
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Menimbang
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3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OlZ tentang
Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlZ Nomor lg2, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia 6109);
Peraturan Presiden Nomor gl Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25;

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2Ol7 tentang
Tunjangan Kineq'a pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlT Nomor 27Ol;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor l0);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor g Tahun
2079 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan

Umum,Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 32Ol

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang ?ata Keda
Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten / Kota (Berita Negara Tahun 2O2O Nomor
12361;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2A

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

a4t);

10. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor
612 I ORT.O4- KptlOS/KpV /XlJl 2O2O tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Komisi pemithan Umum
Talrun 2O2O-2O24;

11. Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 3 I 4/ ORT. OZ- Kpt / Ot I KpU I V / 2O2 I
tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI UNGKUNGAN KOMISI PEMIUHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi pemilihan Umum provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2O22 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan yang merupa}an bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditefapfu3rl di Mataram

pada tanggal 17 Janwari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMIL1HAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KepalaBagiao' dan Sumber Daya Manusia,
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Lampiran

Keputusan Komi8i Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggsra Barat

Nomor 1 9/0RT,07152/2022

Tentang

Rencana Aksi Relormasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LIHGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUi,l PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

PELAKSANAAil (BULAT'I)
NO

AREA

PERUBAHAN
KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN

1 2 3 4 5 6 7 I I l0 11 12
KET.

1 2 3 1 65 7 I 9 t0 ll 12 13 14 15 l6 1t 18

a. Pembentukan Tim Reformasi

ErokreilPeanggungjawab

Refumasi Birokrasi pada KPU

Provinsi NTB;

b. Pelaksanaan tugas sesuai

Rencana Kelia Tim Reformasi

Brokrasi/Penanggungjawab

Refomasi Birokrasi;

Tim Reformasi

Birokrasi

Tersedianya SK Tim Reformasi

Bkokrasi di lingkungan Uniusatuan

Kerja

a. Penyusunan Rencana Kerja

Refumasi Unit Kerja;

Tersediannya dokumen rencana kerja

reformasi birokrasi unit keia.

1 Manajemen

Perubahan

Road Map

Reformasi

b. Sosadis6i/lnternalisasiroad

m4/Rencana Kerja Reformasi

tlirokasi unil ker.la kepada anggota

organisasi;

IIIIIIITIIII
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c. Evduasidan tndak lanjut atas
pelaksanaan rencana kerja Tim

Refomasi Bkokrasi/Penanggung
jawab Rebrmasi Birokrasi.



PELAKSAT{AAN (BULAI{)AREA

PERUBAHAN
KEGIATAI'I SUB KEGIATAN INDIKATOR XEBERHASILAN

Penyajian Rencana Kerja

Reformasi Birokrasi sesuai prioritas

perbaikan, target waktu,
penanggungjawab dan telah

diformalkan seda selaras dengan

Road Map.

c

a. Pelaksanaan PMPRB oleh Asesor

sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Pelaksanaan Evaluasi Reformasi

Bkokrasi berdasarkan target rencana;
- Melaksanakan Monitoring dan

Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- Menindaklaniuti hasil monitoring dan

b. Para asesor mencapai konsensus

atas pengisian kertas kerja

sebelum menetapkan nilai PMpRB;

c. Penyampaian Rencana aksitindak
lanjut (RATL) dan hasil RATL

dilaksanakan;

Pemantauan dan

Evaluasi

Reformasi

Birokrasi

d. Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan rencana kerja oleh
Penanggungjawab RB internal unit
kerja.

Perubahan Pola

Pikir dan Budaya

Kerja

a. Keterlibatan pimpinan unit kerja

secara aktif dan berkelanjulan

dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi;

b. Pembentukan agont of change

ataupun role model untuk

menggerakkan unit kerja dalam
melakukan perubahan.

- Pimplnan menjadi role rnodel dalam
pembangunan Rebrmasi Birokrasi;
- Penetapan agen perubahan dalam
pembangunan Reformasi Birokrasi;
- Pelaksanaan pelatjhan budaya kerja

dan pola pikir.
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ULAN)PELAKSANAANNO
AREA

PERUBAHAN
KEGIATAI{ SUB KEGIATAN II{DIKATOR KEBERHASILAN

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11
KET

3 4 I 12 l3 17
Harmonisasi a. Telah dilakukan identifikasi,

analisis dan pemetaan terhade
kebijakan yang tidak

harmonis/tdak sinkronibersifat

menghambd yang akan

direvisi/dihapus,

b. Telah dilakukan revisi kebijakar
yang tidak harmonisAidak

sinkron/bersifat menghambat.

ldentifikasi, analisis dan pemetaan

peraturan perundang-undangan.

2 Penataan

Peraturan

Perundangan /
Deregulasi

Kebijakan

Peran Kebijakan a. Kebijakan yang diterbit(an memiliki
peta keterkaitan dengan kebijakan

lainnya.

b. Xebijakan terkait pelayanan dan

atau perizinan yang diterbitkan

memuat unsur kemudahan dan

efisiensi pelayanao utama unit

kerja; jumlah kebijakan terkait
pelayanan dan atau perizinan baru
yang terbit jumlah kebijakan terkait
pelayanan dan atau perizinan yang

terbit memuat unsur kemudahan

dan efisiensi pelayanan utama
instansi.

- Kebijakan yang diterbi0(an oleh KPU

Provinsi NTB memiliki keterkaitan

dengan kebijakan lainnya;
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan

dan atau perizinan yang baru

diterbitan,
- Adanya keterkaitan antar produk

SOP yang ditebifian oleh KPU

Provinsi NTB

3 Penataan

organisasl /
l(elembagaan

Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Target dan
Pencapaian Kineda

Evaluasi struktur organisasi dan
pendelegasian serta pengukuran

capaian kine0a sesuai dengan
penjabaran sasaran sfategis,
lndikator Klner.ia Utama (lKU) dan

kinerja organisasi.
4 Penataan Tata

Laksana

Prosedur

operasional tetap
(soP)

Penerapan Prosedur operasional tetap
(soP)

Penyusunan proses bisnis beserta

SOPnya untuk mencapaitujuan dan

sasaran yang sudah ditentukan,

jdih.kpu.go.idlntb
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PEI.AKSAI{AAN {BU
AREA

PERUBAHAil
KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAII

KET
4

a, lmplemenlasi SPBE tetah

terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan

pelayanan publik yang lebih cepA
dan efsien.

Sistem

Pemerintahan

Berbasis

Elektronik (SPBE)

lmplerEnhsi SPBE telah
terintegrasi dan mampu endorong
pelaksanaan pelayanan internal
organisasi yang lebih cepat dan
efisien.

b.

n lT dalam meningkat(an
fungsi pelayanan kepada masyarakat

Pemanfaata

a, Kebiiakan pimpinan tentang
keterbukaan informasi publik;

Keterbukaan

informasipublik

Melakukan rnonibring dan evduasi
pelaksanaan kebi.iakan

keterbukaan informasi publik.

b

proaktif melaksanakan

kebijakan penerapan kebrbukaan
informasi kepada pubtik rnelatui pplD

Secara

a, Perhitungan kebutuhan pegawai

sesuai kebutuhan unit kerja;

aan analisis jabatan dan
analisis beban kerja

b. Pelaksan

5 Sistsm

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Perencanaan

kebuluhan

pegawai sesuai

kebutuhan

ngan

c. Pelaksaan analisis jabatan dan

analisis beban kerja sesuai
kebutuhan unit keda dan selaras
dengan kineia utrma.

Penyusunan budgeting pegawai,

Anjab dan A8(
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PELAKSANAAN (8ULAN)NO
AREA

PERUBAHAN
XEGIATA}I SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN

4

a. ldentifikasi kebutuhan kompetensiPengembangan

pegawai berbasis

kompetensi

b, Pengembangan pegawaiberbasis

kompetensi sesuai dengan

rencana dan kebutuhan

kompetensi

Penyusunan matriks kebuluhan
pegawai berbasis kompetensi

a. Penerapan penetapan kinerja

individu

b. Penilaian kinerla individu yang

terkait dengan kiner.ia organisasi

c. Pengukuran kinerja individu sesuai

dengan indikator kineria individu

level diatasnya.

d. Pelaksanaan pengukuran kinerja

individu secara periodik

e. Monitoring dan evaluasiatas
pencapaian kinerja individu

Penetapan

Kinerja lndividu

Hasil penilaian kine4a individu

telah dijadikan dasar untuk
pengembangan karir

individu/pemberian,award aDd

Wnishment lainnya.

Penyusunan SKP dan dokumen
perjanjian kinerja

a. Aturan disipliflkode etik/kode
perilaku instansi telah ditetapkan

dan diimplementasikan.

Penegakan

aturan

disiplin/kode

etiUkode perilaku b. Monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan aturan disiplinikode

etik/kode perilaku.

Penyusunan kode etik pegawai

ITIIIITTIIIIITIIIIITIIIrlltrllllt
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PELAKSANAAN (BULAit)AREA
PERUBAHAI

KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN

5

a. lmplementasiStandarKompetensi

Jabatan (SKJ) pada seturuh
jabatan sesuai kebutuhao unit
kerja.

Pelaksanaan

evaluasijabatan

b. Pelaksanaan evaluasi jabatan

berdasarkan SKJ yang

memberikan dampak
pengembangan SDM

Setiap jabatan sudah memiliki Standar
Kompetensi Jabatan (SKJ)

Sistsm lnformasi

Kepegawaian
informasi kepegawaian dapat

diakses oleh pegawai

Sistem
Pemanfaatan Aplikasi SIMPEG untuk

memudahkan akses pegawai

mendapatGn infu rmasi brkait
kepegawaian,

a. Keterlibatan pimpinan unit kerja

secara langsung pada saat
penyusunan RENSTRA

Terdokumentasinya keterlibatan
pimpinan secara langsung pada

seluruh tahapan penyusunan

RENSTRA

b. Pimpinan unit keda tedibat secara
langsung pada saat penyusnan

Penetapan Kinerja

Terdokumentasinya keterlibatan
pimpinan secara langsung pada

uruh tahapan penyusunan

Penetapan Kinerja

c. Pimpinan unit kerja memantau
pencapaian kiner.ia secara berkala

Terdokumentasinya keterlibatan
pimpinan unit kerja untuk memantau

seluruh pencapaian kinerja secara

berkala

d. Pimpinan unit kerja telah

memahami kinerja yang harus

dicapai dalam jangka menengah

pimpinan unit kerja dalam memahami

kinerja serta strategi pencapaiannya

dalam.jangka menengah

b. Penguatan Xeterlibatan

pimpinan

e, Pimpinan unit kerja memahami

kinerja yang diperjanjikan di setiep

tahun

Terdokumentasinya keterlibatan
pimpinan unit kerja dalam memahami

kinerja yang harus dicapai setiap

un

E IIEEEEEEEEIil TEETIUltrIIIILIEIILI IT E:L EILEE E
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PELAKSAI{AAN (BU LqN)
AREA

PERUBAHAil
KEGIATAtt SUB I(EGIATAN INDII$TOR KEBERHASILAN

Ketedibatan
pimpinan

f, Pimpinan unit kerja memantau
pencapaian kine0a secara be*ala

Terdokurnentasi nya ketedibatan
pimpinan unit keria untuk

rnenindaklanjuti hasil pemantauan

rencana aksi secara berkda

upaya peningkatan

seluruh SDM yang

rnenangani akuntabilitas kinerja

apat

Pengelolaan

Xinerja

ntabilitas Usaha untuk firsningkaU(an

kapasihs SDM yang rrEnangani

akuntabilitas kineda

b. Pemutakhhan data kinerja

dilakukan secara berkala

a.

Pemutakhiran data kineda dilakukan

secaaa bulanan

Ebktifitas dan

Efisiensi

Anggaran

Penggunaan

dan efisien

anggaran yang etektif Sasaran Program dan

Kegiatan 100% atau lebih:

Pemanfaatan

aplikasi

Akuntabilitas
(inerja

yang terintegrasi Elah
dimanfaafl(an untukrnenciptakan

efektiftas dan efisiensi anggaran

likasi yang terintegrasi telah

dimanfaatGn sebagai alat rnonitoring

kineria sehingga rnenghasilkan

efektifitas dan efi siensi penganggaran

Pemberian

Rowetd den

Punishnent

Hasil capaian/monitoring Perjanjian
Kine0a telah drjadikan dasar sebagai
pembetian rewad and purisrmenl oleh
unit kerja

Seluruh capaian kiner.ia (Perjanjian

Kinerja) merupakan unsur dalam
pemberian /Bward an d Nnishnent

Kerangka Logis

kinerja

Terdapat Peta Sfategis yang rnengacu
pada kinerja utama (Kerangka Logis
Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam
penentuan kinerja seluruh pegawai

sfategis (Xerangka Logis) ada
dan mengacu pada kinerja utama

dan digunakan dalam
penjabaran kinerja seluruh pegawai.

Peta

a. Pelaksanaan puD lic canpaiga
secara berkala

ntasinya pelaksanaan

Public can@ign secara berkala

Penguatan

Pengarrasan
Gratifikasi

b. lmplementesipenanganan

gratifikasi
Tersediannya laporan UPG bntang
praktek gratifikasi secara beftala

E ITEEEEEEE ETEETIITILILILIilILIIi ILEIIIIL EIITEE
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PELAKSANAAl{ (BULAN)AREA

PERUBAHAl{
KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAI{

5

Tersedianya laporan evaluasi a(as

kebijakan penanganan gratifikasi

c. Evaluasiataskebrjakan
penanganan gratifikasi

d. Tindak lanjut hasil evaluasi atas
penanganan gratifikasi

Tersediannya laporan tjndak lanjut

a. ldentifikasi lingkungan
peng6ndalian

Unit kerJa telah mengidentifikasi

seluruh lingkungan pengendalian

b. Pelaksanaan penilaian risiko unit

kerja

Unit kerja telah menilai seluruh risiko

c. Pelaksanaankegiatan

pengendalian untuk meminimalish

risiko yang telah diidentifikasi

Seluruh risiko yang telah diidentifikasi

h diminimalisir melalui kegiatan

pengendalian

d. Penyampaian informasidan

komunikasi tentang Sistem

Pengendalian lnternal (SPl)

kepada seluruh pihak terkait.

SPI telah diinformasikan dan

dikomunikasikan kepada seluruh

pihak terkait

e. Pemantauan pengendalian intern Terdokumentasinya pemantauan

Sistem Pengendalian lntern secara

berkala

Penerapan SPIP

f. Evaluasi dan Penerapan SPlpada
unit keia

Monitoring dan evaluasi telah

dilakukan secara berkala serta

memberikan perbaikan dalam

penerapan SPI

a. Tindak laniut hasil penanganan

pengaduan masyarakat

erdokumentasinya laporan seluruh

hasil penanganan pengaduan

masyarakat telah ditindaklanjuti

b. Evaluasiataspenanganan
pengaduan masyarakat

Tersediannya laporan penanganan

pengaduan masyarakat dimoniloring

dan evaluasi secara berkala

Pengaduan

Masyarakat

Pengaduan

Masyarakal
c. Tindak lanjut hasil evaluasi aas

penanganan pengaduan

masyarakat

Terdapat laporan hasil evaluasi atas

tindak lanjut penanganan pengaduan

masyarakat

E rIilIIII
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PELAKSANAAN (BULAN)NO
AREA

PERUBAHAl{
KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN

1 2 3 4 5 6 7 I 10 11 12,| t 5

Whistle Blowing
qlsbm

Sosialisasi WhisUe Blowing Syston ke
seluruh pegawai M,istle 8/ow,hg System ke seluruh

pegawai

Sosialisasirnya

a. SosialisasipenangananBenturan

Kepentrngan ke seluruh pegawai
Terdokumentasinya sosialisasi

Penanganan Benturan Kepentingan

ke seluruh pegawai

b, lmplementasi penanganan

Benturan Kepentingan
Terdokumentasinya penanganan

Benturan Kepentingan

c. EvaluasiabsPenanganan

Benturan Kepentingan

Terdokumentasinya laporan evaluasi

P6nanganan Benturan Kepentingan

secara berkala

Penanganan

Benturan

Kepentingan

d. Tindak lanjut hasilevaluasi atas

Penanganan Benturan

Kepentingan

Terdokumentasinya laporan tindak

lanjut seluruh hasilevaluasi atas
penanganan benturan kepentingan

Terdapat dokumen penandatanganan

pakh integritas

ntasinya pembangunan

zona integritas secara intensif

Pembangunan

Zona lntegritas

a. Pencanangan Pembangunan Zona
lntegritas level unit keia dengan
penandatanganan pakta integritas

b. Pembangunan zona integritas

secara intensif

c. Evaluasiatas pembangunan zona

integritas secara berkala

Tersedianya laporan evaluasi
pembangunan zona integritas secara

berkala

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

Standar

Pelayanan
a. Penetapan kebijaan standar

pelayanan terhadap seluruh jenis
pelayanan sesuai asas serta
komponen standar pelayanan

publik yang berlaku.

Tersedianya dokuncn penetapan

Standar Pelayanan terhadap seluruh
pelayanan, dan sesuai asas

serta komponen standar pelayanan

publik yang berlaku.

E EEEI:ILILrc- I ILILITILItr rIilI II
I
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PELAKSAitAAt{ (BULAit )NO
AREA

PERUBAHAII
KEGIATAN SUB KEGIATAI{ INDIKATOR KEBERHASILAIi

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12
KET.

3 5 6 1 10 18

b. Publikasi standar pelayanan telah
dimaklumafl(an pada seluruh jenis
pelayanan dan dipublikasikan

minimal di website.

Terdokumentasinya proses publikasi

standar pelayanan pada seluruh jenis
pelayanan dan dipublikasikan minimal

diwebsite,

c. R6viu dan perbaikan atas standar
pelayanan dengan melibatGn
stakeholders (ankra lain: tokoh
masyarakal akademisi, duoia
usaha dan lembaga swadaya

masyarakat), serta memanfaatkan

masukan hasil SKM dan
pengaduan masyarakal

Tersediannya laporan reviu dan
perbaikan atas standar pelayanan dan

dilakukan dengan nElibatkan

stakeholders (antara lain: bkoh
masyarakat, akademisi, dunia usaha

dan lembaga swadaya masyarakat)

serta memanfaatkan masukan hasi

SKM dan pengaduan masyarakat

a, Usaha peningkatan kemampuan

darvatau kompetensi tentang
penerapan budaya pelayanan

prima nrelalui pelatihan/sosialisasi

kepada seluruh pega{ai.

Terdokumentasinya kegiatan
pelatihan/sosialisasi pelayanan prima,

sehingga seluruh petugas/pelaksana

layanan memiliki kompetensi sesuai
kebutuhan jenis layanan.

b. lnfomasitentang pelayanan

mudah diakses secara online

melalui berbagai modia
(website/media sosial).

erdokumentasinya seluruh informasi
pelayanan yang dapat diakses

secara online (website/media sosial)

dan terhubung dengan sisbm
informasi pelayanan publik nasional.

Budaya

Pelayanan Prima

c. Pemberian penghargaan dan
sanksi bagi pegawai yang minimal

mernenuhi unsur penilaian: disiplin,
kinerja, dan hasi lpenilaian
pengguna layanan dan diterapkan
ke seluruh pegawai.

Terdokumentasinya kebiiakan
pemberian penghargaan dan sanksi
yang minimal memenuhi unsur
penilaian: disisplin, kinerja dan hasil
penilaian pengguna layanan dan telah

diterapkan ke seluruh
petugas/pelaksana layanan,

jdih.kpu.go.idlntb
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d. Sistem pemberian kompensasi

kepada penerima layanan bila

layanan tidak sesuai standar.

kompensasi untuk layanan yang tdak
sesuai standar bagi penerima layanan

di seluruh jenis layanan.

sistem pemberianya

e, Sarana layanan

terpad u/terintegritas dan sarana
prasarana layanan memenuhi

standar sarpras.

erdokumentasinya seluruh
pelayanan yang sudah dilakukan

secafa terpadu dan sarana prasarana

layanan memnuhi standar sarpras.

Budaya

Pelayanan Prima

f Inovasi pelayanan yang

mendapat(an pengakuan secara
internasional dan/atau nasiond dan

telah dkeplikasi oleh instansi lain.

lnovasi pelayanan telah mendapatGn
pengakuan secara internasional

dan/atau nasional dan telah direplikasi

oleh instansi lain.

a. Media pengaduan dan konsultasi
pelayanan

Terdapat media konsultasi dan

pengaduan secara offine dan online
petugas khusus yang

menangani, dan Erintegrasi dengan

SP4N-LAPOR!

b. Unit yang mengelola pengaduan

dan konsultasi pelayanan
Terdapat unit pengelola khusus untuk

konsultasi dan pengaduan, serta SK
pengelola SP N-LAPORI di level

Organisasi

c. Tindak lanut atas seluruh
pengadun pelayanan untuk
perbaikan kualitas pelayanan

Tersediannya laporan tindak lanjut

atas seluruh pengaduan pelayanan

untuk perbaikan kualitas pelayanan

Pengelolaan

Pengaduan

d, Evaluasiataspenanganan

keluhan/masukan dan konsultasi

ersedianya laporan evaluasi atas
penanganan keluhan/masukan dan

konsullasi dilakukan secara berkala

E EEEEETIUItrItrEILILI[IIT:LILI IL EEIIEEEEEEEE-
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masyarakat terhdap pelayanan
urvei kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan dilakukan minimal 4 kali

dalam setahun

S

I survei kepuasan masyarakat

dapat diakses secara brbuka

b. Hasi Hasil survei kepuasan masyaraiA
dapal diakses secara online (website,

media sosial, dll) dan offine

Penilaian

kepuasan

terhadap

lanjut atas hasil survei
kepuasan masyarakat

c. Tindak Dilakukan lindak lanjut atas seluruh
hasil survei kepuasan masyarakat

E
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Mataram, 17 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Suhardisoud
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Snlinan sesuai
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